
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang 

berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

serta menjaga stabilitas ekonomi daerah, perlu dilakukan 

pengelolaan anggaran daerah secara efisien, transparan, 

akuntabel, dan partisipatif sebagai perwujudan tata kelola 

pemerintahan yang baik; 

b. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah 

terjadi perubahan dinamika sosial dan kebutuhan 

masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian melalui 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025; 

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian 

hukum bagi Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan 

daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025; 

BUPATI SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

TENT ANG 

NO MOR ... TAHUN ... 

RAN CAN GAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

PROVINS! JAWA TENGAH 

BUPATI SEMARANG 

PARAF KOORDINASI 
KASAG SKI'D 
HUKUM PUGUSUIG 



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

dan 
BUPATI SEMARANG 

Dengan Persetujuan Bersama 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 

Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra 

Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1652); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6867); 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 



APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.669.089.939.300,00 (dua 

triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar delapan puluh sembilan juta 

sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar 

Rpl 11.372.007.635,00 (seratus sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh dua miliar 

Pasal 2 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2025. 

MEMUTUSKAN: 



Rp740.534.431.000,00 
Rp6.065.417.800,00 

1) semula 
2) bertambah 

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber 

dari: 

a. Pendapatan asli Daerah: 

Pasal 3 

Jumlah pengeluaran Pembiayaan 

setelah perubahan RpO 

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp182.077.040.635,00 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00 

RpO 

RpO 

b. pengeluaran pembiayaan: 

1) semula 

2) bertambah 

Rp182.077.040.635,00 

Jumlah penerimaan Pembiayaan 
setelah perubahan 

Rp72.14 7. 792.000,00 

Rp109.929.248.635,00 

1) semula 

2) bertambah 

a. penerimaan pembiayaan: 

Rp2.780.461.946.935,00 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan 
3. Pembiayaan Daerah: 

b. bertambah 

Rp2.669.089.939.300,00 

Rpl 11.372.007.635,00 

a. semula 

2. Belanja Daerah: 

Rp2.598.384.906.300,00 Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan 

b. bertambah 

Rp2.596.942.147.300,00 

Rpl .442. 759.000,00 

a. semula 

1. Pendapatan Daerah: 

tujuh juta enam ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi 

Rp2.780.461.946.935,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh miliar empat 

ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), dengan 

rincian sebagai berikut: 



Rp24.930.370.800,00 

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah setelah peru bahan 

Rp7.289.794.000,00 

Rpl 7.640.576.800,00 

1) semula 

2) bertambah 

Rpl3.695. l 99.000,00 

Jumlah pengelolaan kekayaan Daerah 

setelah perubahan 

d. lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah: 

Rpl3.695. l 99.000,00 

RpO 

1) semula 

2) bertambah 

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; 

Rp287 .059.145.000,00 Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan 

Rp291.434.304.000,00 

{Rp4.375.159.000,00) 

1) semula 

2) bertambah 

Rp420.915.134.000,00 Jumlah pajak Daerah setelah perubahan 

b. retribusi Daerah: 

Rp428.115.134.000,00 

(Rp7 .200.000.000,00) 

1) semula 

2) berkurang 

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 

bersumber dari: 

a. pajak Daerah: 

Pasal 4 

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rpl.851.785.057.500,00 

Rpl.856.407.716.300,00 

(Rp4.622.658.800,00) 

Rp746.599.848.800,00 

Jumlah pendapatan asli Daerah 

setelah peru bahan 

b. Pendapatan transfer: 

1) semula 

2) berkurang 



Rp391. 788.657 .000,00 Jumlah belanja transfer setelah perubahan 

Rp386.888.320.000,00 

Rp4. 900.337 .000,00 

1) semula 

2) bertambah 

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rpl0.946.150.000,00 

d. belanja transfer: 

Rp16.054.250.000,00 

(Rp5.108.100.000,00) 

1) semula 

2) berkurang 

Rp288.067 .035.507 ,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan 

c. belanja tidak terduga: 

Rp246.883.525. 778,00 

Rp41.183.509. 729,00 

1) semula 

2) bertambah 

Rp2.089.660.104.428,00 Jumlah belanja operasi setelah perubahan 

b. belanja modal: 

Rp2.019.263.843.522,00 

Rp70.396.260. 906,00 

1) semula 

2) bertambah 

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: 

a. belanja operasi: 

Pasal 5 

Rp188.899.259.200,00 setelah perubahan 

Jumlah transfer antar Daerah 

Rpl 70.813.599.000,00 

Rp18.085.660.200,00 

1) semula 

2) bertambah 

Rpl .662.885. 798.300,00 setelah perubahan 

b. Pendapatan transfer antar daerah; 

Jumlah transfer pemerintah pusat 

: Rpl.685.594.117.300,00 

: (Rp22.708.319.000,00) 

1) semula 

2) berkurang 

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 

bersumber dari: 

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat: 



Rp79.591.610.636,00 setelah perubahan 

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin 

Rp80.236. l 10.178,00 

(Rp644. 499. 542 ,00) 

1) semula 

2) berkurang 

RpO 

RpO 

RpO 

1) semula 

2) berkurang 

Jumlah belanja modal tanah 

setelah peru bahan 

b. belanja modal peralatan dan mesin: 

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: 

a. belanja modal tanah: 

1) semula : Rp5.522.650.000,00 

2) bertambah : RpO ~--------- 
Ju ml ah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp5.522.650.000,00 

Rp88.348.207 .000,00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan 

d. belanja bantuan sosial: 

Rp84.613.855.000,00 

Rp3.734.352.000,00 

1) semula 

2) bertambah 

Rp778.366,098.207 ,00 setelah perubahan 

c. belanja hibah: 

Jumlah belanja barang dan jasa 

Rp758.566.374.462,00 

Rp 19. 799. 723. 7 45,00 

1) semula 

2) bertambah 

1) semula Rpl. l 70.560.964.060,00 

2) bertambah Rp48.862.185.161,00 

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rpl.217.423.149.221,00 

b. belanja barang dan jasa: 

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: 

a. belanja pegawai: 

Pasal 6 



2) bertambah 

Rp341.600.195.000,00 

Rp4. 900.337 .000,00 

1) semula 

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp45.288.125.000,00 
b. belanja bantuan keuangan: 

Rp45.288.125.000,00 

RpO 

1) semula 

2) bertambah 

1) semula Rp16.054.250.000,00 

2) berkurang (Rp5.108.100.000,00) 

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rpl0.946.150.000,00 

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: 

a. belanja bagi hasil: 

Jumlah modal aset lainnya setelah perubahan Rp45.600.000,00 

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri 

atas belanja tidak terduga, yaitu: 

: Rp43.400.000,00 

:Rp2.200.000,00 

1) semula 

2) bertambah 

Rp5.807 .062.250,00 setelah perubahan 

f. belanja modal aset lainnya: 

Jumlah modal aset tetap lainnya 

Rp5. 734.607. 950,00 

Rp72.454.300,00 

1) semula 

2) bertambah 

Rp129.674.070.993,00 setelah perubahan 
e. belanja modal aset tetap lainnya; 

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 

Rp92.672.727.650,00 

Rp37.001.343.343,00 

1) semula 

2) bertambah 

Rp72. 948.691.628,00 setelah peru bahan 

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi: 

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan 

Rp68. l 96.680.000,00 

Rp4.752.011.628,00 

1) semula 

2) bertambah 

c. belanja modal gedung dan bangunan: 



Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan RpO 

b. bertambah 

RpO 

RpO 

a. semula 

b. pencairan dana cadangan: 

1) semula RpO 

2)bertambah _R-p_O~~~~~~~~ 
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan RpO 

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, 

terdiri atas pembentukan dana cadangan, yaitu: 

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 

sebelumnya setelah perubahan Rp182.077.040.635,00 

Rp72.147.792.000,00 

Rp 109. 929 .248.635,00 

1) semula 

2) bertambah 

Pasal 8 

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, 

terdiri atas: 

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya: 

RpO setelah perubahan 

Jumlah pengeluaran pembiayaan 

RpO 

RpO 

1) semula 

2) bertambah 

b. pengeluaran Pembiayaan: 

Rp 182.077 .040.635,00 setelah perubahan 

Rp72.147.792.000,00 

Rp109.929.248.635,00 

1) semula 

2) bertambah 
Jumlah penerimaan pembiayaan 

a. penerimaan Pembiayaan: 

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri 
atas: 

Pasal 7 
Rp346.500.532.000,00 setelah peru bah an 

Jumlah Belanja bantuan keuangan 



orgarusasr; 

a. Lampiran I Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi 

menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan; 

Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi 

menurut urusan Pemerintahan Daerah dan 
b. Lampiran II 

Ketentuan lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini terdiri atas: 

Pasal 10 

(1) Dalam keadaan darurat terrnasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah 

dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau 

pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, 

dengan cara terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan pemberitahuan kepada 

Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar 

biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ a tau 

c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan 

Perundang-undangan; dan/ atau 

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

Pasal 9 



Daerah; 

Daftar perubahan sub kegiatan tahun sebelumnya 
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran yang direncanakan; 

n. Lampiran XIV 

k. Lampiran XI 

1. Lam piran XII 

Lampiran X J. 

Lampiran IX 1. 

h. Lampiran VIII 

g. Lampiran VII 

Rekapitulasi Realisasi 

Pengurangan Aset Tetap 

pemenuhan standar pelayanan minimal; 

Sinkronisasi program pada rencana pembangunan 

jangka menengah daerah dengan rancangan 

perubahan APBD; 

sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan 

pada perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah 

dan perubahan prioritas dan plafon anggaran 

sementara dengan peraturan Daerah tentang 

perubahan APBD; 
Sikronisasi program prioritas nasional dan 

prioritas provmsi dengan program prioritas 

kabupaten/kota; 

Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan 

dan per jabatan; 

Daftar perubahan pinjaman Daerah; 

Daftar perubahan penyertaan modal dan investasi 

Daerah lainnya; 

Daftar Perubahan 

Penambahan Dan 
Lampiran XIII m. 

e. Lampiran V 

d. Lampiran IV 

untuk belanja 

Rincian perubahan APBD menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, organisasi, program, 

kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, organisasi, program, 

kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta 

keluaran; 

Rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah 

Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 

keuangan negara; 

Rekapitulasi perubahan Lampiran VI f. 

c. Lampiran III 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ... 

DJAROT SUPRIYOTO 

PARAF KOOROINASI 
KA BAG SKPD 
HU KUM PllGUSUIG 

~ Y', 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG, 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 

NGESTI NUGRAHA 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 

BUPATI SEMARANG, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 12 

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 11 

Daftar perubahan dana cadangan Daerah; dan 

Daftar perubahan pinjaman Daerah. 

o. Lampiran XV 

p. Lampiran XVI 


